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PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ 05 /PIM.DPRD/2024           
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
Menimbang   :   a.
bahwa berdasarkan Surat Bupati Ponorogo perihal Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor : 100.3.1.1/KRP/4987/405.01.3/2023;
b.
bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, guna memperlancar jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019  tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
Memperhatikan
:
Permusyawaratan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal  13 Mei 2024;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membahas Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo.
KETIGA
:
Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan  di Ponorogo 

pada tanggal  13 MEI 2024
	PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD
SUNARTO

	WAKIL KETUA,

TTD
DWI AGUS PRAYITNO
	WAKIL KETUA,

TTD
H. MISERI EFENDY
	WAKIL KETUA,

TTD
ANIK SUHARTO


LAMPIRAN   : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO




NOMOR   : 100.3.3/ 05 /PIM.DPRD/2024



TANGGAL
: 13 MEI 2024
DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP 
USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016  TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
	NO
	NAMA
	FRAKSI
	JABATAN DALAM PANSUS

	1.
	SUNARTO, S.Pd
	Ketua DPRD
	Ketua 

	2.
	DWI AGUS PRAYITNO, S.H
	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
	Wakil Ketua 

	3.
	ANIK SUHARTO, S.Sos
	Fraksi Partai Gerindra
	Sekretaris 

	4.
	MISERI EFENDI, SH.MH
	Fraksi Partai Demokrat 
	Anggota

	5.
	AGUS MUSTOFA LATIEF
	Fraksi Partai Nasdem
	Anggota

	6.
	MUKRIDHON ROMDLONI, ST
	Fraksi Partai Nasdem
	Anggota 

	7.
	SUMARNO
	Fraksi Partai Nasdem
	Anggota 

	8.
	MAHFUT ARIFIN, S.Sos
	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
	Anggota 

	9.
	FIKSO RUBIANTO
	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
	Anggota 

	10.
	WIDODO, SH
	Fraksi Partai Demokrat
	Anggota 

	11.
	Drs. MULYONO
	Fraksi Partai Gerindra
	Anggota 

	12.
	AGUNG PRIJANTO, SE
	Fraksi PDI-P
	Anggota 

	13.
	KATENI, SH
	Fraksi Partai Golkar
	Anggota 

	14.
	CHRISTINE HERY PURNAMAWATY
	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
	Anggota 

	15.
	WAHYUDI PURNOMO, M.Si
	Fraksi Amanat Persatuan
	Anggota 
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